
SALINAN

BUPATI SUKAMARA
PROVIHSI KALIMANTAH TENGAII

P        TURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 23 TAIIUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAs PERATURAN BupATI suKAmARA NOMOR 2o TAHUN 2020
TErmANG RENCAHA HER,rA PEMERINTAII DAERAH

KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2021

BUPATI SUKAMARA,
Menimbang     :   a.   bahwa Rencana Kerja pemerintah Daerah Kabupaten sukamara

Tahun   2021   telah   ditetapkan   dengan   Peraturan   Bupati
Sukamara  Nomor  20  Tahun   2020   tentang  Rencana  Kelja
Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2021 ;

b.   bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  343  ayat  (1)  Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan,    Pengendalian    dan    Evaluasi    Pembangunan
Daerah,  Tata  Cara  Evaluasi  Rancangan   Peraturan  Daerah
tentang  Rencana Pembangunan Jangka  Panjang Daerah  dan
Rencana Pembangunan Jan9ka Menengah Daerah,  8erta Tata
Cara   Perubahan   Rencana   Pembangunan   Jangka   Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangfa Menengah Daerah, dan
Rencana    Kerja    Pemerintah,    Perubahan    Rencana    Kelja
Pemerintah   Daerah   dan   Renja   Perangkat   Daerah   dapat
dilakukan apabila berdasarhan hasil evaluasi pelaksanaannya
dalam  tahun  berialan  menunjukkan  adanya ketidaksesuaian
dengan perkembangan keadaan ;

c.   bahwa berdasarkan ketentuan pasal 353 ayat ( 1) Peraturan Menteri
Dalam   Negeri   Nomor   86   Tahun   2017   tentang   Tata   Cara
Perencan.aari,  Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Ewaluasi Rancangan. Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan     Jangha     Panjang     Daerah     dan     Rencana
Pembangunan   Jangka   Menengah   Daerah,   serta   Tata   Cara
Perubahan   Rencana   Pembangunan  Jangha   Panjang   Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kelja Pemerintah, Pembahan Rencana Keba Pemerintah Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a,  huruf b  dan  huruf c,  perlu  menetapkan  Peraturan
Bupati  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Bupati  Sukamara
Nomor  20  Tahun  2020  tentang  Rencana  Kelja  Pemerintah
Daerah Kabupaten Sukarnara Tahun 2021 ;

Mengingat       :    1.   Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2002  tentang Pembentukan
Kabupaten     Katingan,     Kabupaten     Seruyan,     Kabupaten
Suhamara,  Kabupaten  Lanandau,  Kabupaten  Gunung  Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten
Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara
Republik    Indonesia   Tahun    2002    Nomor    18,    Tambahan
liembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180) ;



2.   Undang-Undang   Nomor   25   Tahun   2004   tentang   Sistem
Perencanaan    Pembangunan    Nasional    (Lembaran    Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2004   Nomor    104,   Tambahan
ljembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;

3.   Undang-Undang   Nomor   17   Tahun   2007   tentang   Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  Tahun   2005-2025
(Ijembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720) ;

4.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor  244,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5587), sebagalmana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan   Undang-Undang   Nomor   9    Tahun    2015    tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang   Pemerintahan   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5.   Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kelja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6.   Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata   Ruang  Wilayah   Nasional   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor  4833),  sebagaimana  telah  diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor  13  Tahun  2017  tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah   Nasional   (Lembarari
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042) ;

7.   Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah  (I.embaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2016
Nomor  114,  Tambahan  I,embaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor  5887),  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2019
Nomor  187,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6402);

8.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2018  tentang  Standar
Pelayanan   Minimal   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun  2018  Nomor 2,  Tambahan  I,embaran  Negara Republik
Indonesia Nomor 6 1 78) ;

9.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    12    Tahun    2019    tentang
Pengelolaan   Keuangan   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322) ;

10.Peraturan    Pemerintah    Nomor    22    Tahun    2021    tentang
Penyelenggaraan  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan
Hidup   (I,embaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2021
Nomor  32,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6322) ;



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata     Cara     Perencanaan,     Pengendalian     dan     Evaluasi
Pembangunan    Daerah,    Tata    Cara    Evaluasi    Rancangan
Peraturan   Daerah   tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah,  serta  Tata  Cara  Perubahan  Rencana  Pembangunan
Jangka   Panjang   Daerah,   Rencana   Pembangunan   Jangka
Menengah  Daerah,  dan  Rencana  Kelja  Pemerintah  Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi,     Kodefikasi,     dan     Nomenklatur     Perencanann
Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2019     tentang     Laporan     dan     Evaluasi     Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 288);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan    Penanganan    Corona    Virus    Disease    2019    di
Lingkungan   Pemerintah    Daerah    (Berita   Negara   Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

15. Perdturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  77
Tahun 2020 tentang Pedoman Telmis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturari Menteri Dalam  Negeri  Nomor  17 Tchun 2021  tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Keda Pemerintah Daerah Tahun
2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun
2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi   Kalimantan   Tengah   Tahun   2016-2021   (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 14 Tahun 2012
tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Sukamara
Tahun  2012-2032   (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Sukamara
Tahun 2012 Nomor 14);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016
tentang    Pembentukan    dan    Susunan    Perangkat    Daerah
(I.embaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sukamara  Nomor  6  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016
tentang    Pembentukan    dan    Susunan    Perangkat    Daerah
Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara
Nomor 6 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukamara Nomor 67) ;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2019
tentang  Rencana   Pembangunan  Jangka   Menengah   Daerah
Kabupaten  Sukamara  Tahun  2018-2023  (Lembaran  Daerah
Kabupaten   Sukamara   Tahun   2019   Nomor   2,   Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 64) ;



21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2019
tentang   Rencana   Pembangunan   Jangka   Panjang   Daerah
Kabupaten  Sukamara  Tahun  2005-2025  (Lembaran  Daerah
Kabupaten   Sukamara   Tahun   2019   Nomor   8,   Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 69) ;

MEunusEN:

Menetapkan   :     PERATURAN  BUPATI  TENTANG  PERUBAHAN  ATAS  PERATURAN
BUPATI SUKAMARA NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA
KERJA  PEMERINTAII  DAERAH  RABUPATEN  SURAMARA  TAHUN
2021.

Pasal I
Ketentuan fasal 4 dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2021  (Berita Daerah
Kabupaten Sukanara Tahun 2020 Nomor 20) diubah berbunyi sebagal berikut:

Pasal 4
(1)  Sistematika   Penyusunan   Perubahan   RKPD   Tahun   2021   disusun   dengan

Sistematika sebagai berikut:
BABI
BAB 11
BAB Ill
BAB IV
BABV
BAB VI

PENDAHULUAN
EVALUASI HASIL TRIWULAN 11 TAHUN BERKENAAN
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
PENUTUP

(2)  Sistematika Penyusunan Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
tercantum  dalam  hampiran  yang  merupakan  bagian  tidak  teapisahkan  dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 30 Juli 2021
BUPATI SUKAMARA,

ttd

VIAVDU SUBAGIO
Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 30 Juli 2021
SEKRRTARIS DAERAII
HneupATEN SUHAMARA,

ttd

SUTRISNO

BERITA DAERAII KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2021  NOMOR 23.


